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BAB  III 
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

3.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2016 disusun selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi provinsi. Sinergitas kebijakan ekonomi pada tahun rencana dimaksudkan untuk   menjalin   keterkaitan   hubungan   antar   dokumen perencanaan sehingga tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah akan dipedomani dalam pengembangan sektoral dan regional dan akan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

	a.	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
Perkembangan  ekonomi  global  berpengaruh  cukup  berarti terhadap  perekonomian  Indonesia.  Dalam  beberapa  tahun terakhir,   setelah   mengalami   krisis   yang   cukup   berat, perekonomian Amerika Serikat (AS) pada pertengahan tahun 2014 mulai membaik. Namun demikian perekonomian beberapa negara maju lainnya belum menunjukkan perbaikan secara memadai. Pemulihan Kawasan Eropa masih lambat, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun, dan ekonomi Jepang masih mengalami resesi.  Dalam periode yang sama penurunan permintaan dunia diikuti oleh penurunan harga komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun dengan tajam. Perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada makin sulitnya likuiditas dunia sejalan  dengan kebijakan  pengurangan/penghentian pembelian obligasi (tapering off) yang dilakukan oleh Bank Sentral AS. Dengan perkembangan ini, pada tahun 2014 perekonomian global hanya tumbuh 3,4 persen, namun dengan didorong oleh makin baiknya perekonomian AS, negara maju lainnya, dan emerging market, maka tahun 2015 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan terus membaik, dan tumbuh sebesar 3,5 persen.

Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan 
ekonomi nasional pada tahun 2014 melambat menjadi 5,1 persen 
lebih  rendah  dibandingkan  tahun 2013 yang besarnya  5,8 persen. Dari sisi eksternal  perlambatan tersebut disebabkan  oleh  turunnya  permintaan  dunia,  turunnya  harga komoditas internasional, dan kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan  ekspor  mineral  mentah.  Dari  sisi  permintaan domestik, perlambatan tersebut disebabkan oleh investasi yang masih tumbuh rendah yang diantaranya disebabkan oleh turunnya harga komoditas global, dan juga adanya penghematan anggaran pengeluaran pemerintah. Namun demikian, meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi dibanding beberapa  negara  lainnya,   yang  terutama  didukung  oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi
Walaupun pada triwulan I tahun 2015 pertumbuhan ekonomi adalah 4,7 persen (yoy), diperkirakan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih berpeluang untuk mencapai 5,7  persen (APBNP 2015).  Hal  ini  sejalan  dengan  makin membaiknya perekonomian global dan dilaksanakannya reformasi struktural secara menyeluruh antara lain dalam bentuk penurunan subsidi BBM yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan  pembangunan  sumber  daya  manusia (antara   lain dikembangkan melalui program Kartu Indonesia  Sehat,  Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera), upaya reformasi birokrasi dan peningkaatan kualitas pengeluaran pembangunan, serta keberpihakan pemerintah untuk menghapuskan korupsi.
Selanjutnya, perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional di tahun  2016 diantaranya adalah:  (i) 
membaiknya  perekonomian  global  yang  diperkirakan  akan 
dipengaruhi  oleh  terus  membaiknya  perekonomian  AS; (ii) perekonomian Kawasan Eropa yang mulai pulih; (iii) perekonomian negara berkembang dan emerging yang makin baik; serta (iv) rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi  negara  pengimpor  minyak.  
	
Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebesar 5,8-6,2  persen,  lebih  tinggi  dibanding  tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian global, dan didukung oleh berlanjutnya reformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif. Sementara itu pada neraca pembayaran, perlambatan  ekonomi  Tiongkok  dan  penurunan harga komoditas diperkirakan masih terus berlanjut 
sampai dengan tahun   2016 sehingga masih memberikan tekanan 
pada  neraca  transaksi  berjalan.  Namun  demikian  perbaikan 
ekonomi dunia memberikan peluang yang besar bagi peningkatan 
ekspor nonmigas di tahun yang sama. 

Selanjutnya untuk keuangan negara, melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pendapatan negara diperkirakan akan mencapai 15,5-15,6  persen  PDB  pada  tahun 2016.  Peningkatan  pendapatan negara   tersebut   didorong   utamanya   melalui   penerimaan perpajakan  yang  diperkirakan  akan  setara  dengan 13,1-13,2 persen PDB tidak termasuk pajak daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan mengalami peningkatan menjadi sekitar  2,4 persen PDB di tahun 2016, didorong oleh berbagai upaya optimalisasi, salah satunya pada pos PNBP nonmigas.
Untuk  menuju  perekonomian  yang  lebih  maju, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus didukung dengan 
tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Dengan 
berbagai  upaya  yang  dilakukan,  inflasi  pada  tahun 2016 
diperkirakan  akan berada pada kisaran 3,0-5,0 persen. Nilai tukar 
Rupiah diperkirakan akan berada pada rentang Rp12.800-13.200 
per USD.   Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan moneter 
akan  tetap  diarahkan  pada  pencapaian  sasaran  inflasi  dan 
stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya

Sementara itu di tahun 2016 terdapat kemungkinan terjadinya resiko perlambatan ekonomi, yang antara  lain  disebabkan (i)  lambatnya  proses  pemulihan ekonomi dunia; (ii) meningkatnya gejolak moneter dan keuangan global  yang  dapat mempengaruhi arus modal serta menuntut  kebijakan moneter baik di luar dan dalam negeri menjadi lebih ketat, serta  (iii) tidak berjalan dan lambatnya proses reformasi 
struktural   menyeluruh   di   perekonomian   domestik   yang berimplikasi   pada   rendahnya  pertumbuhan  investasi  dan konsumsi masyarakat.  Selanjutnya untuk mendorong kemajuan ekonomi di tahun 2016 diperlukan (1) penguatan investasi,  (2) penguatan ekspor, (3) penguatan kapasitas fiskal negara, (4) penguatan jasa keuangan,  (5) peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dan (6) peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan.

Penguatan Investasi. Untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016,  penguatan  investasi  akan  menjadi  perhatian utama dengan sasarannya adalah:
1. Perbaikan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB) menjadi 108 pada tahun 2016;
2. Meningkatnya   pertumbuhan   investasi   Pembentukan Modal  Tetap  Bruto (PMTB)  menjadi  sebesar 8,6-9,0 persen; dengan target realisasi investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp.594,8 triliun rupiah dengan kontribusi PMDN 35 persen; serta
3.  Tercapainya realisasi  investasi  sebesar  Rp.594,8 triliun.

Sesuai  dengan  kerangka  kebijakan  dalam  RJPMN 2015-2019, Penguatan Investasi akan ditempuh melalui dua pilar kebijakan. Pilar Pertama adalah Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; sedangkan Pilar Kedua adalah Peningkatan Investasi yang Inklusif terutama dengan mendorong peranan investor domestik yang lebih besar
Adapun strategi yang ditempuh dalam rangka penguatan investasi adalah: 
1.  Peningkatan  kepastian  hukum  terkait  investasi  dan  usaha,  antara lain dilakukan melalui (a) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah (b) penghapusan regulasi dan peraturan  di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha terus dilakukan dengan mengevaluasi perda bermasalah, dan (c) penetapan Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi  usaha  dan  investasi,  dengan  upaya  dilakukannya pelayanan bantuan hukum dari pusat kepada daerah yaitu dilakukannya evaluasi Rancangan Perda tentang  RTRW. 
2. 	Penyederhanaan prosedur perijinan  investasi  dan  usaha  di pusat  dan  daerah,  yang  diarahkan  untuk  mendukung pengembangan sektor pengolahan dan jasa, terutama: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis  sumber  daya  alam.    Selain  itu,  penyederhanaan prosedur perijinan dilakukan pula untuk mendukung perbaikan  peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business). 
3. Peningkatan  kualitas  layanan  investasi  untuk  memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi  investor dan pengusaha, yang antara lain dititikberatkan pada : (a) di tingkat pusat:   peningkatan fasilitas layanan PTSP-Pusat yang didirikan pada Januari 2015; (b) di daerah: optimalisasi layanan  investasi  di  PTSP,  melalui  percepatan  pelimpahan wewenang perijinan kepada kepala PTSP, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), pengurangan biaya,   implementasi SPIPISE dan tracking system, serta pembentukan PTSP bagi daerah yang belum memilikinya. 
4. 	Pengembangan sistem insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan  non  fiskal)  yang  dapat:  mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa; mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan energi nasional; dan mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana serta  yang menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi. 
5. 	Koordinasi dan penyusunan peraturan dan SOP untuk Pendirian Forum Investasi, dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan  investasi  agar  secara  konsisten  dapat menjaga iklim invetasi yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor,  serta  menyelesaikan  permasalahan  dan  hambatan investasi   yang   bersifat   lintas   sektor.   Forum   tersebut keanggotaannya  terdiri  dari  lintas  kementerian  dan  lintas pemangku kepentingan.
6.	Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, yang akan  dititikberatkan  pada  terselesaikannya  revisi  Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penyelesaian revisi UU no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
7.	Peningkatan persaingan usaha yang sehat untuk mendukung iklim investasi yang kompetitif khususnya pada sektor pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik melalui: (i) pemantapan kelembagaan sekretariat KPPU  berdasarkan  peraturan  presiden, (ii)   pengawasan perilaku pelaku usaha dalam rangka pencegahan perilaku anti persaingan dengan titikberat pada sektor pangan dan logistik, (iii)   implementasi  competition  checklist  untuk  menjaminharmonisasi kebijakan, (iv) penindakan terhadap praktek kartel,dan (v) pengajaran mata kuliah terkait persaingan usaha dalam pendidikan tinggi  dan pendidikan  kedinasan sebagai  upaya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
	Penguatan Ekspor. Pencapaian pertumbuhan ekonomi juga akan didukung oleh penguatan ekspor dengan  target  pada  tahun 2016  adalah: (i) pertumbuhan ekspor produk non-migas sebesar 7,2-8,5 persen atau menjadi sebesar USD 160,0 - 162,0 miliar, (ii) rasio ekspor jasa terhadap  PDB  sebesar 2,8  persen, (iii)   kontribusi   produk manufaktur terhadap total ekspor sebesar 47 persen, serta (iv) rata-rata dwelling time 4-5 hari
Arah kebijakan untuk meningkatkan ekspor non-migas tersebut adalah memperkuat daya saing produk olahan ekspor nonmigas melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan pengelolaan impor yang efektif (export facilitation and import management), pemantapan pangsa  ekspor  Indonesia  di  pasar  ekspor  utama (market maintenance),  peningkatan  pangsa  ekspor  Indonesia  di  pasar ekspor prospektif (market creation), serta pengembangan produk ekspor potensial (product creation. 

Penguatan Kapasitas Fiskal Negara. Penguatan kapasitas fiskal negara diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJMN 2015-2019.yakni : Rasio pajak tahun 2016 ditargetkan untuk meningkat menjadi  13,1-13,2 persen PDB; peningkatan kualitas belanja, yang tercermin salah satunya dari peningkatan alokasi belanja modal dan turunnya alokasi subsidi energi dari masing-masing sebesar 2,3 dan 1,2 persen PDB di tahun 2015 menjadi 2,4-2,5 dan sekitar 1,0 persen PDB  di tahun 2016;   rasio  utang  pemerintah  diperkirakan  menjadi 24,5-24,6 persen PDB pada tahun 2016; keseimbangan primer (primary balance) terus menurun (-0,5 sampai dengan -0,6 persen ditahun 2016); dan defisit anggaran dijaga dibawah 3 persen PDB (1,7-1,8 persen di tahun 2016).

Untuk  mencapai  sasaran  penguatan  kapasitas  fiskal  negara, kebijakan  fiskal  pada  tahun 2016  tetap  diarahkan  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta   mendorong  strategi  re-industrialisasi   dalam  rangka transformasi    ekonomi   dengan   tetap   mempertahankan keberlanjutan fiskal.
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang ditempuh adalah:
1.	Mobilisasi pendapatan negara, melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2.	Peningkatan kualitas  belanja negara diupayakan utamanya melalui  peningkatan  efisiensi  belanja  pemerintah  pusat,  dengan realokasi belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif.
3.	Sinkronisasi antara perencanaan  dan  penganggaran  tetap dilakukan untuk memastikan terlaksananya berbagai agenda prioritas nasional.
4.	Dari sisi anggaran daerah, penajaman sasaran dan alokasi dilakukan terutama untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa.
5.	Pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio 
utang terhadap PDB mengecil dan utang baru hanya ditujukan 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif 
dengan tingkat biaya dan risiko yang terkendali. Porsi 
kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara  (SBN) 
diupayakan untuk dikurangi.
6.	Penerapan aturan fiskal yang ketat dengan menjaga defisit  anggaran di bawah 3 persen PDB dan rasio utang pemerintah 
terhadap PDB yang diupayakan terus menurun.

Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Penguatan sektor keuangan dilakukan untuk mencapai sasaran i) meningkatkan ketahanan/stabilitas  dan  daya  saing  sektor  keuangan  melalui  sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien, ii) percepatan fungsi  intermediasi  dan  penyaluran  dana  masyarakat  untuk mendukung  pembangunan,  terutama  pemenuhan  kebutuhan  pendanaan  pembangunan  dari  masyarakat/swasta (financial deepening). Khusus untuk pertumbuhan kredit perbankan, dalam tahun 2016 diupayakan  meningkat  sekitar 19,0-19,3  persen setahun

Arah Kebijakan dan Strategi
1.  Kebijakan sektor keuangan dibagi atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah stabilitas dan ketahanan sektor keuangan. Pilar kedua  adalah  daya  saing  dan  efisiensi  sektor keuangan.Sedangkan   pilar   ketiga   adalah   peningkatan intermediasi dan akses finansial di sektor keuangan.
2. Peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas  sistem keuangan diupayakan melalui penyusunan payung regulasi UU Jaring  Pengaman  Sistem  Keuangan  dan  peraturan-peraturan pelaksanaannya.
3. Penguatan   fungsi   intermediasi   perbankan   dan  akses keuangan didorong melalui  berbagai  langkah  seperti: (i) perluasan  akses  keuangan kepada masyarakat khususnya layanan  perbankan berbiaya rendah bagi masyarakat perdesaan,  termasuk  perluasan  implementasi  Layanan Keuangan Digital (LKD),  penyaluran  bantuan  pemerintah melalui   LKD,  Gerakan  Nasional  Non  Tunai 	(GNNT), elektronifikasi layanan keuangan,  peningkatan  kualitas program  Tabunganku,  edukasi  keuangan,  pengembangan sistem   informasi   debitur   dan 	(iii) pelaksanaan penyempurnaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.	
4.	Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan  bukan bank (asuransi, pasar modal, dana pensiun, investment	bank, dsb) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.  Untuk meningkatkan   pembiayaan   investasi   selain   melalui pengembangan lembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar  modal melalui  saham dan obligasi  terutama surat perbendaharaan negara dan  obligasi korporasi serta obligasi lainnya diupayakan pula melalui pengkajian pembentukan lembaga baru dan penyusunan kerangka regulasi terkait seperti sistem  tabungan pos, asuransi pertanian dan lembaga keuangan lainnya (pembiayaan pertanian, industri dll). 
5.	Mengembangkan keuangan syariah diantaranya melalui: (i) pembentukan dan pelaksanaan komite nasional pengembangan  keuangan  syariah.  Komite  ini  bertugas memastikan  pelaksanaan  visi  misi  dan  rencana  induk pengembangan keuangan  syariah  di  Indonesia  mencapai target target yang ditetapkan, (ii) sosialisasi dan kampanye mengenai  keuangan  syariah  yang  dipimpin  oleh  Komite  dengan menggunakan saluran-saluran yang ada sekaligus  meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha. (iii) mendorong  penempatan  dana-dana  pemerintah  untuk sebagian ditempatkan di perbankan atau lembaga keuangan  syariah.  Selain  itu  juga  mendorong  terjadinya  transaksi  keuangan pemerintah seperti pembayaran gaji untuk dapat dilakukan diantaranya melalui lembaga keuangan syariah.
	
Peningkatan Efisiensi Pasar Tenaga Kerja. Peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dilakukan untuk mencapai sasaran (1) Meningkatnya proporsi pekerja formal menjadi 43,6 persen dari total pekerja; (2) meningkatnya tenaga kerja dengan keahlian  menengah  yang  kompeten  menjadi 35  persen; (3) meningkatnya  jumlah  tenaga  kerja  dan  wirausaha  yang mendapatkan sertifikasi; (4)  meningkatnya lembaga pelatihanyang  berbasis   kompetensi; (5)   tersedianya   infrastrukturpelayanan informasi pasar tenaga kerja yang efektif mengacu kepada  praktek  terbaik   internasional; (6)   meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha;  dan (7)  meningkatnya  pemahaman  pekerja  dan pemberi kerja atas prinsip-prinsip labor core standards, termasuk prinsip kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan.

Efisiensi pasar tenaga kerja merupakan salah  satu  kunci keberhasilan peningkatan investasi produktif yang akan menjadi stimulus dalam  mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Strategi kebijakan ketenagakerjaan pada tahun 2016 menjadi penentu dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar Global. kebijakan  dan  strategi  bidang tenaga  kerja diarahkan kepada
1.`	Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global melalui: 
a.	Standarisasi keahlian sektor-sektor prioritas perlu dilengkapi  secara  menyeluruh  menghadapi  Masyarakat Ekonomi ASEAN; 
b.	Penyusunan  konsep  peraturan  untuk  mengelola  dana pelatihan  secara  profesional  agar  dapat  mempercepat peningkatan keahlian; 
c. 	Modernisasi lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah agar  menjadi  lembaga  pelatihan  yang  dapat  secara fleksibel memenuhi kebutuhan pasar, yaitu dengan: 
i.	Memperbaiki  tata  kelola  dan  manajemen  lembaga pelatihan  sehingga  dapat  tercipta  pengelolaan  yang professional yang  dapat  meningkatkan  penggunaan  lembaga pelatihan melalui kerjasama dengan industri, pelaku usaha maupun asosiasi profesi; 
ii.	Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan sesuai kebutuhan  peningkatan   keahlian   profesi   sektor prioritas,   yaitu agrobisnis, energi, kemaritiman, industri, dan pariwisata. Lokasi lembaga pelatihan kerja yang dimodernisasi adalah  lembaga pelatihan kerja pemerintah di  34 provinsi dan 34 kabupaten/kota, dengan prioritas  lembaga pelatihan di  sekitar 14 kawasan industri, 15 kawasan ekonomi khusus, dan Indonesia bagian timur; dan 
iii.	Memperluas  revitalisasi  balai  latihan  kerja (BLK) menjadi balai latihan kerja dan kewirausahaan (BLKK) melalui upaya perluasan cakupan pelatihan berbasis kompetensi di BLK yang telah ditransformasi menjadi BLKK, dan perluasan kerjasama BLK di pusat-pusat pertumbuhan  dengan  pihak  industri  dan  sekolah kejuruan  dalam  menyiapkan  tenaga  kerja  yang terampil.

2.	Meningkatkan   efisiensi   pasar   tenaga   kerja   dengan memperkuat infrastruktur pelayanan informasi pasar kerja ditingkatkan   dengan   mengacu   pada   praktek   terbaik internasional yang dapat memberikan pelayanan seperti job- matching dan counseling dengan baik. Selain itu, infrastruktur	informasi  pasar  kerja yang terbangun diharapkan dapat menghasilkan analisis pasar kerja secara real-time. 
3. 	Dalam rangka mendukung penciptaan iklim investasi yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak, hubungan  industrial  yang  harmonis  antara  pekerja  dan 	pemberi kerja harus terus ditingkatkan. Strategi dan langkah-	langkah yang diperlukan untuk mewujudkan hal ini adalah: 
a.	Memperkuat perundingan Bipartit antara serikat pekerja dan  pengusaha  dalam  melakukan  perundingan  upah, kondisi kerja dan syarat-syarat kerja; 
b.	Memperkuat  infrastruktur  hubungan industrial dan kepatuhan  perusahaan/industri untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan utama; 
c.	Meningkatkan  persentase  kesepakatan  kerja  bersama dan penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan yang dapat merugikan pekerja dan pemberi kerja; 
d.	Meningkatkan sosialisasi pemahaman aturan utama ketenagakerjaan, termasuk  prinsip  kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan; dan 
e.	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendorong penguatan lembaga hubungan industrial

Peningkatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan. Peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya peran BUMN secagai agen pembangunan ekonomi.
Arah Kebijakan dan Strategi
1.	Meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan,  energi,  layanan  perumahan,  permukiman,  dan layanan transportasi  yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya dengan harga yang terjangkau.
2.	Meningkatkan  daya  saing  BUMN  dengan  memantapkan struktur  BUMN  yang  berdayaguna  dan  berhasil  guna (efektivitas  pelayanan,  antara  lain  dilaksanakan  melalui pembentukan  perusahaan  induk (holding  company)  dan kelompok-kelompok  spesialisasi,  optimalisasi  partisipasi masyarakat/penjualan saham BUMN
3.	Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari bentuk perusahaan dan ukuran yang optimal  bag ikelangsungan dan pengembangan usaha BUMN tertentu, serta  peningkatan  kerjasama (sinergi)  antar  perusahaan BUMN, antara perusahaan BUMN dengan pihak swasta untuk 	meningkatkan daya saing perusahaan domestik. 
4.	Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN. 
5.	Melanjutkan  reformasi  pembinaan  BUMN  dengan: (i) meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola BUMN; (ii) menata pembagian kewenangan dan tanggungjawab antara regulator dan operator kewajiban pelayanan publik/PSO, dan terakhir; (iii) mendorong BUMN  menjadi perusahaan kelas dunia; dan (iv) mendorong gerakan anti-fraud.

	b.	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi NTB
Dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah pembangunan perekonomian NTB dapat diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, pariwisata, sektor industri pengolahan, Infrastruktur. Juga kepada sektor yang memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang serta tahan terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor IKM dan KUMKM. Sedangkan sektor lainnya menjadi pendukung. Kebijakan pembangunan ekonomi pada masing-masing sektor dapat diarahkan antara lain :
1. 	Sektor Pertanian : Tantangan perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) yang berakibat terhadap musim yang tidak menentu menyebabkan penurunan produksi pada beberapa komoditas pertanian NTB, serta timbulnya berbagai macam hama dan penyakit yang menyerang berbagai jenis tanaman pertanian. Disamping itu terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk pertanian NTB pada tingkat Nasional. Menghadapi tantangan tersebut, maka arah pembangunan pertanian NTB perlu lebih ditekankan kepada peningkatan intensifikasi terutama proteksi tanaman dan hewan, peningkatan kapasitas penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat, peningkatan diversifikasi usaha, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung oleh fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.
Rencana utama penguatan sektor pertanian adalah penambahan kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk perluasan produk agroindustri dalam rangka meningkatan pendapatan petani sekaligus konservasi lingkungan. Tahapan pada tahun 2016 merupakan tahapan ketiga RPJMD ke-3 Provinsi NTB Tahun 2013-2018 yang diikhtiarkan pada pembangunan berkelanjutan beberapa program unggulan NTB antara lain: (1) Pengembangan Agribisnis PIJAR (sapi, jagung, dan rumput laut); (2) Gerakan Perlindungan Mata Air untuk meminimalisir area lahan kritis; (3) Pengembangan industri olahan berbasis PIJAR (4) Pengembangan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri Pangan.
2. 	Sektor Pariwisata : meningkatkan jumlah kunjungan turis dan pengeluaran wisatawan diberbagai destinasi wisata yang ada di NTB dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. 
Pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada tumbuh kembangnya lokasi dan tipe wisata unggulan di tiap kabupaten/kota di NTB sesuai karakteristik lokal masing-masing daerah. Kawasan pariwisata yang menjadi andalan di NTB telah tertuang dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Pengembangan 15 Kawasan Pariwisata. Pada tahun 2014 geliat pariwisata NTB lebih meningkat lagi sehingga diharapkan lokasi dan tipe wisata sudah siap beroperasi, meningkatkan destinasi wisata dengan mempromosikan potensi-potensi wisata baru, meningkatkan jumlah pengunjung, ditopang dukungan promosi dan akomodasi wisata yang semakin baik untuk tinggal dalam kunjungan.
3.	Sektor Industri Pengolahan : perluasan produk olahan terutama produk agroindustri melalui pendekatan peningkatan rantai nilai dari hulu sampai hilir.
Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya menambah industri-industri olahan dengan melakukan perbaikan iklim usaha, product development, perluasan pasar, aliansi strategi usaha dan pembenahan terhadap hambatan-hambatan untuk memperkuat struktur industri di NTB. Bentuk kebijakan yang diimplementasikan meliputi: peningkatan daya saing, penguatan rantai nilai, pengembangan industri kreatif, optimalisasi dan pemantapan keberadaan PPTSP (Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu)
4. 	Sektor Infrastruktur : pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik dll yang merupakan simpul-simpul konektivitas antar wilayah di NTB dengan kawasan regional dan nasional.
Rencana utama Sektor Infrastruktur ditujukan untuk perbaikan jaringan jalan nasional dan provinsi (kategori belum mantap), pembangunan global perhubungan kayangan, PPN Teluk Awang, Pelabuhan kontainer lembar, Labuhan Badas dan Bima serta terminal Cruise, dan pembangkit listrik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Secara kewilayahan NTB terbagi atas tiga wilayah pembangunan yaitu wilayah Pulau Lombok, Wilayah Sumbawa dan sekitarnya, dan Wilayah Bima dan sekitarnya. Masing masing wilayah tersebut memiliki karaktersitik khas terutama dalam potensi ekonomi berbasis potensi lokal. Untuk itu, kebijakan pembangunan ekonomi pada masing-masing wilayah tersebut diarahkan untuk memacu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dalam kerangka pengembangan industri pengolahan.
Untuk operasionalnya arah pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan ketersediaan pendanaan pada pemerintah relatif terbatas. Sinergitas pendanaan dari berbagai sumber baik dari masyarakat, pihak swasta, maupun pemerintah (daerah dan pusat) memerlukan pengorganisasian yang lebih kuat untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih baik. Arah kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, serta dapat meningkatkan IPM (shortfall) sesuai dengan yang telah ditargetkan. 

	c.	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lombok Utara
Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Utara ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pro growth, pro job, pro poor) dan berkelanjutan (pro environment). 
Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan dari sisi permintaan dan sisi penawaran yang seimbang, agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Sementara itu tumbuhnya sisii penawaran menjadi sangat penting bagi pemantapan ekonomi jika ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor produktif yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Dari sisi pengeluaran atau permintaan, sejalan dengan kebijakan nasional, pemantapan perekonomian Kabupaten Lombok Utara dilakukan dengan upaya-upaya peningkatan daya beli, peningkatan iklim investasi, peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja serta peningkatan daya saing produk-produk Kabupaten Lombok Utara yang diperdagangkan keluar wilayah.
Sesuai dengan struktur PDRB Kabupaten Lombok Utara yang utamanya dibangun oleh sektor pertanian (34,78 %), disusul sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,55 %), dan potensi pariwisata yang digambarkan dengan kriteria penyediaan akomodasi dan makan minum (7,09 %) maka arah kebijakan ekonomi mencakup strategi peningkatan dan keberlanjutan  produktivitas sektor pertanian dan seluruh sub sektornya  yaitu pertanian tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan domestik, perdagangan antar wilayah dan kebutuhan pariwisata. Khusus potensi lahan kering pertanian yang cukup besar jumlahnya (80 % dari luas lahan pertanian)  akan menjadi fokus perhatian dengan strategi revitalisasi sumur bor yang tersedia/efisiensi irigasi dengan pembangunan infrastruktur irigasi yang memungkinkan petani menghemat biaya pengangkatan air irigasi yang membutuhkan bahan bakar solar dengan menggunakan teknologi tepat guna (irigasi tetes) dsamping pendampingan pengembangan komoditi yang memili NTP tinggi.
Peningkatan pertumbuhan  sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terus didorong dengan fasilitasi kemudahan perijinan usaha maupun investasi serta fasilitasi kemudahan berusaha pada pelaku perdagangan informal (pedagang kecil dan kaki lima). Sementara kriteria penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencerminkan aktivitas pariwisata didorong tumbuh dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam bentuk antara lain pengembangan desa-desa wisata dalam rangka meningkatkan peran aktivitas pariwisata dalam menanggulangi kemiskinan.
Disisi lain mengingat besarnya potensi sektor pertanian dan peluang yang aktivitas pariwisata maka sektor industri pengolahan yaitu industri pengolahan tanpa migas yang saat ini sangat kecil kontribusinya terhadap PDRB (1,35 %) didorong untuk terus tumbuh dalam aktivitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Ringkasnya aktivitas pariwisata diharapkan akan menjadi lokomotif bagi pertumbuhan sektor-sektor lain yang membangun ekonomi dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. 
Tidak kalah pentingnya faktor pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu ketersediaan infrastruktur yang memadai  termasuk infrastruktur pertanian/irigasi, jalan, listrik, air bersih dan lain-lain secara konsisten terus dibangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian pertumbuhan dan penguatan ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal sekaligus pertumbuhan ekonomi berkualitas (pro growth, pro job dan pro poor) dan berkelanjutan (pro environment) dapat terwujud. 
Selengkapnya arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 dari aspek pengeluaran maupun produksi diuraikan sebagai berikut.
1.	Peningkatan Daya Beli
	Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah daerah diarahkan pada upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat yang dilakukan melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi biaya hidup masyarakat. 
	Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diantaranya :
a) Mendorong berkembangnya ekonomi lokal yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumberdaya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, teknologi tepat guna dan penyuluhan. Untuk menumbuhkan kembangkan kewirausahaan, pendampingan penyuluhan  dan transfer teknologi tepat guna di Kabupaten Lombok Utara, mengingat keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur, pemerintah daerah menempuh kebijakan merekrut konsultan  kewirausahaan, budidaya dan teknologi pengolahan hasil pertanian dari perguruan tinggi yang akan bersama-sama dengan pemerintah daerah mendampingi dan menfasilitasi masyarakat.
b) Memberikan fasilitasi dan penyuluhan kepada kalangan dunia usaha dan wirausahawan yang membuka kesempatan kerja.
c) Mendorong promosi produk unggulan daerah.
d) Membantu pengembangan sistem resi gudang dan perdagangan berjangka komoditi untuk menjaga stabilitas harga yang diterima petani produsen.
e) Menggerakkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan karakter dan potensi wisata daerah diantaranya mengembangan desa wisata, menyelenggarakan festival budaya dengan mengoptimalkan  even-even budaya yang sudah tumbuh di tengah masyarakat antara lain Maulid Adat,   Rebo Bontong dll.
	Sementara langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengurangi biaya hidup masyarakat diantaranya :
a) Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin. (Masyarakat miskin yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat dikutsertakan pada program JKN dengan pembayaran dari APBD).
b) Memperluas program pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan menengah, menyediakan beasiswa bagi siswa miskin mulai dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan bahkan beasiswa masuk perguruan tinggi sejalan dengan program beasiswa dari pemerintah pusat. (Siswa miskin yang tidak tercover oleh Kartu Indonesia Pintar dari  pemerintah pusat akan diberikan melalui APBD).
c) Meningkatkan koordinasi implementasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan juga diupayakan dengan membangun data mikro kemiskinan (by name by addres) partisipatif masyarakat dalam format digital (Peta Digital Database Integratif Kabupaten Lombok Utara).  
d) Meningkatkan ketersediaan angkutan publik yang murah dan efektif.
2.	Peningkatan Iklim Investasi
	Perkuatan ekonomi domestik melalui peningkatan investasi merupakan salah satu solusi terbaik ditengah kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat investasi daerah maka diperlukan suatu penataan yang terencana dan komphrehensif. Pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui :
a) Peningkatan kemudahan perijinan. Pemberian perijinan usaha yang transparan, sepat serta pelayanan yang baik merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan akan menjadi pintu gerbang masuknya investor. Dengan kejelasan prosedur, jenis dokumen dan waktu serta proporsional biaya maka dunia usaha akan berkembang.
b) Peningkatan Pelayanan Melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). PTSP perlu mengacu kepada standar pelayanan prima sehingga memuaskan masyarakat.
c) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan daerah sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selaras dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
d) Pemberian fasilitas kepada dunia usaha sesuai dengan kemampuan daerah diantaranya kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, rendahnya angka unjuk rasa, etos kerja masyarakat lokal yang tinggi, dan penyediaan infrastruktur pendukung.
e) Pemilihan fokus bidang usaha yang berbasis kemampuan/potensi lokal dan selanjutnya didorong menuju produk yang berdayasaing.
f) Peningkatan kerjasama dengan daerah lain. Kerjasama antar daerah diperlukan untuk mengurangi ketidakharmonisan dan inkonsistensi kebijakan yang bersifat lintas wilayah.
	Fasilitasi kepada masyarakat juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif antara lain :
a) Penyediaan pelatihan ketrampilan, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan atau memanfaatkan dana yang bersumber dari CSR.
b) Penyediaan pendidikan, sebagai investasi jangka panjang sumberdaya manusia. Dengan pendidikan yang memadai, masyarakat akan memiliki peluang lapangan kerja dan pendapatan yang lebih baik serta memberi pengaruh yang baik bagi lingkungannya.
c) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlunya etos kerja yang tinggi dan berkualitas. Selain kemampuan berupa ketrampilan dan intelegensia perlu pula dibangun etos kerja yang tinggi sehingga berdaya saing dan memiliki kualitas moral yang baik.
3.	Peningkatan Belanja Modal, Penyerapan dan Kualitas Belanja
	Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja diantaranya :
a) Menyusun skala prioritas dan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah daerah pada kegiatan-kegiatan yang strategis, berdampak besar, terkait langsung dengan permasalahan daerah dan menjangkau sebanyak mungkin masyarakat miskin;
b) Meningkatkan porsi belanja modal untuk infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah seperti jalan kabupaten, jaringan irigasi sekunder/tersier.
c) Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan pengesahan APBD.
d) Meningkatkan kesiapan teknis pelaksana kegiatan untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
e) Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja pemerintah. 
4. 	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian 
	Sektor pertanian dan subsektornya meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan didorong untuk terus tumbuh melalui intensifikasi, diversifikasi dan fasilitasi pemasaran. Intensifikasi diupayakan melalui penyediaan bibit unggul, fasilitasi penyediaan peralatan produksi, peremajaan dan perbaikan budidaya/pemeliharaan terutama tanaman perkebunan yang menjadi produk unggulan daerah yakni  kelapa, kopi, kakao (PAPIKO).  Khusus potensi lahan kering pertanian yang cukup besar jumlahnya (80 % dari luas lahan pertanian)  akan menjadi fokus perhatian dengan strategi revitalisasi sumur bor yang tersedia/efisiensi irigasi dengan pembangunan infrastruktur irigasi yang memungkinkan petani menghemat biaya pengangkatan air irigasi yang membutuhkan bahan bakar solar dengan menggunakan teknologi tepat guna (irigasi tetes) dsamping pendampingan pengembangan komoditi yang memili NTP tinggi
	Diversifikasi tanaman bahan makanan menjadi sangat penting mengingat sebagian besar petani di Kabupaten Lombok Utara menanam tanaman konvensional sedangkan aktivitas pariwisata yang terus tumbuh membutuhkan berbagai macam produk pertanian antara lain tanaman hortikultura yang memilki nilai jual/nilai tukar yang lebih baik.  Fasilitasi diversifikasi ini dilakukan dengan transfer teknologi melalui penyediaan dan pendampingan konsultan perguruan tinggi dan fasiltasi penyediaan sarana produksi berupa peralatan maupun benih tanaman. 
	Pada sub sektor peternakan sejalan produk unggulan daerah PIJAR dan Bumi Sejuta Sapi (SAPI), fasilitasi penyediaan dan distribusi bibit ternak pada petani miskin akan terus dilakukan diiringi dengan pengembangan dan penguasaan teknologi makanan ternak. Pengembangan ternak besar ini dirangkaikan dengan pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber energi alternatif (biogas) dan pupuk organik.  Pengembangan ternak kecil dan ternak unggas juga menjadi pilihan pada beberapa wilayah yang sesuai. 
	Sub sektor perikanan diupayakan tumbuh dan berkembang dengan fasilitasi peralatan tangkap dan transfer tekonologi budidaya perikanan laut  dan perikanan darat pada wilayah yang sesuai. Pada wilayah lahan kering di pegunungan dikembangkan budidaya ikan dengan teknologi kolam terpal yang diharapkan menjadi penghasilan tambahan bagi penduduk.  
	Pada sub sektor kehutanan pengembangan hasil hutan bukan kayu teruatama madu, bambu dan kemiri juga menjadi pilihan sebagai upaya meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar hutan sehingga mencegah perbuatan merusak lingkungan (illegal logging).
	Sub sektor perkebunan yang merupakan sub sektor kedua setelah sub sektor tanaman bahan makanan sebagai kontributor terbesar PDRB sekor pertanian, dengan produk unggulan kelapa, kopi dan kakao diupayakan untuk meningkat produktivitasnya dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya dan pemeliharaan tanaman, peremajaan tanaman yang sudah tua dan penanganan pasca panen yang lebih baik. Pemangkasan rantai pemasaran untuk memberikan margin keuntungan yang lebih baik bagi petani diupayakan dengan fasilitasi pemasaran antara lain dengan pelaksanaan pasar lelang daerah.
	Keseluruhan fasiltasi sebagaimana diatas diutamakan bagi petani/peternak/nelayan miskin sehingga pembangunan sektor pertanian dapat sejalan dan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan.
5. 	Penumbuhkembangan  Industri Pengolahan 
	Pertumbuhan industri pengolahan akan terus ditingkatkan terutama industri pengolahan berbasis pertanian dengan fasilitasi pendidikan dan pelatihan produksi, transfer teknologi produksi dari konsultan perguruan tinggi,  fasilitasi penyediaan peralatan produksi, permodalan dan pemasaran terutama bagi industri skala rumah tangga/mikro kecil dan menengah. Industri pengolahan makanan dan minuman hasil pertanian seperti jagung, ubi kayu, pisang, kopi, kelapa, kakao, hasil perikanan, peternakan dan lain-lain difasilitasi untuk terus tumbuh  untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun perdagangan antar wilayah.
	Tidak kalah pentingnya adalah industri kreatif seperti kerajinan berbahan baku hasil pertanian dan lain-lain, kerajinan tenun ciri khas daerah yang telah tumbuh ditengah masyarakat ditingkatkan kualitasnya dengan fasilitasi pendidikan pelatihan, peralatan produksi dan pemasaran ke pusat-pusat aktivitas pariwisata. 
	Ringkasnya sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi,  arah kebijakan pembangunan sektor industri dan fokus pengembangannya adalah sebagai berikut :
a) Pengembangan industri pengolah sumberdaya alam sebagai penyedia lapangan kerja terutama tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian.
b) Pembangunan industri rumah tangga, kecil dan menengah yang kuat, sehat dan mandiri dengan peningkatan jumlah UMKM, pengembangan inovasi pada UMKM dan penumbuhan industri kreatif.

6. 	Pariwisata 
Sebagaimana kebijakan nasional dan provinsi, pengembangan sektor pariwisata diarahkan untuk peningkatan nilai tambah aktivitas pariwisata bagi sektor-sektor lainnya dan peningkatan penerimaan daerah dan masyarakat dari akvitas pariwisata, dilakukan dengan cara:
a).	Penataan secara komprehensif lokasi wisata unggulan bekerjasma dengan pemerintah provinsi.
b).	Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan Desa Wisata.
b).	Fasilitasi untuk tumbuh kembangnya lokasi dan tipe wisata berdasarkan potensi seperti wisata alam dan wisata budaya di luar lokasi yang sudah terbangun.
c).	Peningkatan daya tarik wisata alam, bahari dan budaya melalui perbaikan pengelolaan dan atraksi wisata.
d).	Pencegahan dan perlindungan kawasan wisata dari kerusakan akibat pengaruh alam maupun manusia.
e).	Peningkatan promosi peluang investasi pariwisata di wilayah-wilayah potensial disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi.
7. 	Pengembangan Koperasi dan UMKM
Sejalan dengan kebijakan nasional, pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2016 diarahkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan produktivitas usaha mikro dalam rangka memperkuat usaha-usaha masyarakat, dan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM untuk menjadi usaha yang berdaya saing tinggi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran peran koperasi dan UMKM dalam penanggulangan kemiskinan.
Arah kebijakan pembangunan pemberdayaan koperasi dan  UMKM  pada tahun 2016 sebagai berikut :
a) Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penyediaan dukungan pemasaran dan produksi.
b) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM, yang mencakup pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan.
c) Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif, yang meliputi peningkatan askes permodalan, pengembangan dan pengendalian koperasi simpan pinjam yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolanya.
d) Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi, ketatalaksanaan koperasi, dan keanggotaaan koperasi, serta penguatan kapasitas koperasi sesuai dengan amanat Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.
8. 	Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur diantaranya infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, jaringan irigasi tetes di lahan kering), infrastruktur jalan kabupaten dan desa, infrastruktur air bersih, listrik (kerjasama investasi swasta dengan pengarusutamaan sumber energi terbarukan) akan tetap menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor pembangun ekonomi daerah. Strategi yang ditempuh diuraikan sbb :
a) Pembangunan infrastruktur irigasi/pertanian terutama diutamakan pada wilayah pertanian lahan kering untuk meningkatkan produktivitas lahan kering. 
b) Infrastruktur jalan kabupaten untuk mencapai target 90 % jalan kabupaten mantap pada tahun 2016 dengan prioritas pada jalan-jalan menuju obyek wisata, jalan yang menghubungkan daerah produksi dan pemasaran sehingga meningkatkan nilai jual produk pertanian di tingkat petani dan memangkas biaya distribusi hasil-hasil pertanian. Penanganan pembangunan jalan desa sebagian dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.
c) Pembangunan infrastruktur air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara maupun Pamdes untuk meningkatkan cakupan penduduk yang dapat mengakses air bersih, meningkatkan distribusi/pemeratan air pada wilayah-wilayah kering serta mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan masyarakat untuk mengakses air bersih. Peningkatan pembangunan infrastruktur air bersih melalui PDAM sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pendapatan deviden dari penyertaan modal  PDAM. 
d) Mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur listrik bersumber dari energi terbarukan (pembangkit listrik tenaga mikro hidro) melalui investasi pihak swasta untuk meningkatkan cakupan rumah tangga mengakses listrik dan dukungan terhadap tumbuhnya industri pengolahan.
e) Pembangunan infrastruktur pariwisata yang komphrehensif pada wilayah-wilayah pariwisata unggulan (tiga gili, taman nasional gunung rinjani) dan wilayah-wilayah lain yang potensial untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan wisata.
f) Pembangunan infrastruktur perumahan terutama bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Utara tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur mengingat tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Lombok Utara. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan minimal 1.000 unit rumah direhabilitasi setiap tahun bersumber dari dana APBD, ditambah dengan memperjuangkan program rehabilitasi rumah dengan sumber dana dari Pemerintah Provinsi. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni secara langsung memperbaiki taraf hidup masyarakat dan diharapkan secara tidak langsung mengentaskan penduduk dari kemiskinan sejalan dengan program pemberdayaan ekonomi.   
9. 	Peningkatan Aktivitas Perdagangan
		Di Kabupaten  Lombok Utara, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kontributor PDRB terbesar kedua setelah sektor pertanian. Kebijakan pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk pemenuhan secara bertahap infrastruktur perdagangan (pasar-pasar tradisonal, tempat berusaha bagi pedagang kaki lima, tempat berusaha pedagang kecil/kaki lima di obyek-obyek wisata, pembangunan pusat-pusat perdagangan di wilayah perkotaan) serta fasilitasi pemasaran dalam rangka memperpendek rantai pemasaran diantaranya melalui pasar lelang daerah serta fasilitasi akses terhadap peluang pasar dari aktivitas pariwisata. Selain itu didorong peningkatan perdagangan antar wilayah yang dapat ditempuh melalui meningkatkan kerjasama antar daerah, meningkatkan akses informasi pasar bagi produsen lokal.

3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
			
		Berdasarkan data sangat sementara dari BPS Kabupaten Lombok Utara, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 mencapai 4,56 %, tumbuh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, secara nasional metode perhitungan indikator-indikator ekonomi makro terutama PDRB mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana tahun dasar yang digunakan tidak lagi tahun 2000 tetapi tahun dasar 2010 dengan perhitungan yang diperluas mencakup 17 kriteria bukan hanya 9 sektor sebagaimana sebelumnya. Pembaharuan tahun dasar dan kriteria ini, menyebabkan terjadinya perbedaan  data perhitungan dibandingkan dengan data yang dipublikasikan pada tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya laju pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir disajikan pada tabel.

Tabel 47.
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014

	Kategori
	2010
	2011
	2012
	2013*
	2014**

	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	1,77 
	5,12 
	2,90 
	1,77 
	2,46 

	2. Pertambangan dan Penggalian 
	3,58 
	2,16 
	1,35 
	6,41 
	7,17 

	3. Industri Pengolahan
	3,27 
	3,35 
	5,20 
	3,22 
	3,41 

	4. Pengadaan Listrik dan Gas
	6,24 
	7,14 
	11,37 
	4,92 
	37,55 

	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	5,33 
	6,84 
	7,16 
	7,62 
	7,51 

	6. Konstruksi
	5,41 
	6,31 
	4,98 
	6,85 
	6,15 

	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	4,15 
	6,25 
	6,27 
	5,65 
	5,63 

	8. Transportasi dan Pergudangan 
	3,81 
	4,46 
	4,09 
	3,66 
	5,38 

	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	6,34 
	8,08 
	5,94 
	7,48 
	7,42 

	10. Informasi dan Komunikasi 
	8,99 
	7,62 
	6,13 
	7,23 
	5,12 

	11. Jasa Keuangan dan Asuransi
	5,25 
	6,48 
	6,38 
	4,89 
	5,10 

	12. Real Estate
	2,71 
	3,64 
	4,69 
	4,33 
	5,42 

	13. Jasa Perusahaan
	5,37 
	3,13 
	5,16 
	4,65 
	6,17 

	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	7,54 
	4,51 
	1,26 
	3,45 
	4,49 

	15. Jasa Pendidikan
	5,12 
	5,48 
	5,55 
	5,23 
	5,71 

	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	5,63 
	5,46 
	6,15 
	6,76 
	5,41 

	17. Jasa lainnya
	5,61 
	5,22 
	4,62 
	7,12 
	6,53 

	PDRB 
	3,75 
	5,34 
	4,08 
	4,12 
	4,56 


Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015
*)	: Angka Sementara
**)	: Angka Sangat Sementara

Gambar 37.
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Utara 
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014
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	Sampai dengan tahun 2014, struktur ekonomi Kabupaten Lombok Utara masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 34,78 %; diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang kontribusinya sebesar 13,55 %; sektor konstruksi 8,44 %;  penyediaan akomodasi dan makan minum 7,09 %; administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial 6,91 %; jasa pendidikan 5,57 %; transportasi dan pergudangan 5,24 %; real estate 4,42 %; pertambangan dan penggalian 4,07 %; jasa keuangan dan asuransi 2,44 %; jasa lainnya 2,16 %; jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,65 %;  informasi dan komunikasi 1,85 %; industri pengolahan 1,35 %; serta beberapa sektor lainnya yang menyumbang kontribusi di bawah 1 %.

	Gambar 38.
Grafik Distribusi Persentase PDRB  Kabupaten Lombok Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  Tahun 2010-2014
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	Pada tahun 2015, diproyeksikan ekonomi Kabupaten Lombok Utara dapat terus tumbuh secara positif. pada kisaran 5 %. Intervensi pembangunan yang tepat pada sektor pertanian serta sektor  perdagangan besar dan eceran sangat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi karena kedua sektor tersebut merupakan komponen utama struktur ekonomi Kabupaten Lombok Utara. Disisi lain penumbuhkembangan sektor yang masih kecil kontribusinya antara lain industri pengolahan akan sangat berperan dalam jangka panjang mengingat besarnya daya dukung pertanian, dan besarnya nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan. 

Tabel 48.
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015
	Kategori
	Tahun 2015*

	1.   Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	3,5

	2.   Pertambangan dan Penggalian 
	6,5

	3.   Industri Pengolahan
	5,3

	4.   Pengadaan Listrik dan Gas
	10,3

	5.   Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	7,5

	6.   Konstruksi
	6,2

	7.   Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	7,1

	8.   Transportasi dan Pergudangan 
	5,4

	9.   Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	7,4

	10. Informasi dan Komunikasi 
	5,1

	11. Jasa Keuangan dan Asuransi
	5,1

	12. Real Estate
	5,4

	13. Jasa Perusahaan
	6,2

	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	4,5

	15. Jasa Pendidikan
	5,7

	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	5,4

	17. Jasa lainnya
	6,5

	PDRB 
	5,2


*) : Data Proyeksi Bappeda


3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016
		Pada tahun 2015 dan 2016 , perekonomian daerah diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi, nasional dan dunia yang diperkirakan membaik. Perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh dengan asumsi perekonomian eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur pulih. 
	Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh   terhadap perekonomian nasional di tahun 2016 diantaranya adalah: (i) membaiknya perekonomian global yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh terus membaiknya perekonomian AS; (ii) perekonomian Kawasan Eropa yang mulai pulih; (iii) perekonomian negara berkembang dan emerging yang makin baik; serta (iv) rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi negara pengimpor minyak. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,8 persen lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 %. 
Sementara itu  perekonomian daerah di tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi, nasional dan dunia yang diperkirakan membaik. Perrtumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tumbuh 5,8 s/d 6,2 % dengan laju inflasi 4,4 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara di tahun 2016 diperkirakan dapat mencapai 5,2 % dengan harapan meningkatnya  pertumbuhan sektor utama yakni pertanian, perdagangan besar dan eceran, didukung oleh sektor-sektor lainnya termasuk penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih. Percepatan pertumbuhan sektor pertanian diharapkan merupakan hasil dari upaya-upaya peningkatan produktivitas sektor ini pada berbagai sub sektor baik tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, perikanan dan kehutanan. Penguasaan teknologi budidaya melalui transfer teknologi/pendampingan konsultan, diversifikasi produk budidaya terutama pada tanaman bahan makanan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan fasilitasi pemasaran terhadap peluang aktivitas pariwisata diperkirakan mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian.
	
		Pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang diantaranya  berupa aktivitas pariwisata tentunya diperkirakan akan terus tumbuh sejalan dengan membaiknya  kondisi ekonomi dunia dan nasional,  karena kunjungan wisawatan baik asing maupun domestik diperkirakan akan  terus meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian. Sektor listrik, gas dan air bersih juga diperkirakan tumbuh secara progressif mengingat pembangunan infrastruktur air bersih oleh PDAM gencar dilakukan sementara penyediaan listrik bersumber dari energi terbarukan (pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH) yang diinvestasikan oleh pihak swasta  telah beroperasi. Melalui kebijakan pembangunan peternakan secara komprehensif termasuk pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber energi alternatif/biogas yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan juga menjadi pendorong pertumbuhan sektor ini. Sektor industri pengolahan terutama berbasis pada potensi lokal sektor pertanian dalam skala usaha rumah tangga/mikro, kecil dan menengah  diperkirakan juga tumbuh secara progressif dan meningkat kontribusinya terhadap PDRB dengan upaya fasilitasi teknologi produksi, permodalan dan pemasaran. 
	
		Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara diharapkan merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau tumbuh pada semua lapisan masyarakat terutama pada masyarakat miskin sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Tentunya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dapat ditingkatkan dengan mempertahankan dan mempertajam kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat miskin.

		Selain harapan pertumbuhan ekonomi yang positif, tentunya upaya-upaya mendorong pertumbuhan tersebut dihadapkan pada berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Ancaman perubahan iklim yang menjadi isu global selain sangat berpengaruh terhadap produktivitas sektor pertanian,  juga dapat berpengaruh juga terhadap rusaknya obyek wisata pantai yang menjadi andalan Kabupaten Lombok Utara. Sementara pemulihan ekonomi dunia yang berlangsung lambat dapat berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan terutama wisatawan asing yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum. 
	
		Dari sisi internal, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur, struktur organisasi yang belum optimal, rendahnya penguasaan teknologi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dapat  menjadi penghambat upaya-upaya dan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi. Relatif rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat juga menjadi hambatan untuk dapat mewujudkan daerah yang lebih produktif.	Berbagai kelemahan dan ancaman yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diantisipasi antara lain dengan peningkatan penguasaan teknologi budidaya pertanian sebagai adaptasi perubahan iklim, perencanaan dan perlindungan kawasan wisata secara komprehensif berbasis teknologi ramah lingkungan, peningkatan jumlah dan kapasitas aparatur, penataan organisasi secara bertahap, alih teknologi dengan memanfaatkan perguruan tinggi, meningkatkan efektivitas belanja daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, mengoptimalkan peran sumber dana swasta, mensinergikan upaya-upaya pembangunan ekonomi dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, meningkatkan investasi pembangunan sumberdaya manusia masyarakat  (pendidikan dan kesehatan) sejalan dengan pembangunan ekonomi serta meningkatkan keberdayaan dan keswadayaan masyarakat.
		
		Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2015, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a.	Meningkatkan dan Menjaga Stabilitas Perekonomian Daerah. Diupayakan melalui peningkatan investasi; intensifikasi dan diversifikasi sektor pertanian; penumbuhan dan peningkatan nilai tambah industri pengolahan berbasis potensi lokal; optimalisasi potensi pariwisata daerah;  meningkatkan daya saing perdagangan antar wilayah; intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah; peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah; pemantapan ketahanan pangan; pembangunan infrastruktur  dan pemenuhan kebutuhan energi.
b.	Mempercepat Pengurangan Kemiskinan. Dengan langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang menjangkau masyarakat miskin dengan program pemberdayaan yang tepat sesuai dengan potensi daerah.  

3.2.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
		 Arah kebijakan keuangan daerah diperlukan untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, sesuai dengan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan keuangan daerah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. 
		Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2016 disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian daerah, nasional dan global  serta tantangan yang dihadapi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah untuk memperbesar kapasitas fiskal daerah.
b. Peningkatan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah.
c. Pengelolaan pembiayaan yang lebih optimal.
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari  APBD,  sedangkan  penyelenggaraan  kewenangan  yang   menjadi  tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.
	Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (meliputi  pajak  daerah,  retribusi  daerah,   hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan dan lain-lain  pendapatan asli daerah yang sah), dana perimbangan (meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) Lain-lain Pendapatan Yang Sah (meliputi Hibah,  Dana  Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Dari Pemerintah  Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya). 	
	Pada Tahun 2016, pendapatan daerah ditargetkan meningkat sebesar 22,78 % dibandingkan dengan pendapatan daerah pada  APBD murni tahun 2015 sehingga mencapai 750,47 milyar rupiah lebih. Peningkatan pendapatan ditargetkan dari komponen pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diproyeksikan meningkat 20,74 % dari tahun 2015 sehingga mencapai 95,62 milyar rupiah lebih, disumbangkan oleh pajak daerah yang meningkat 22,63 % sehingga pajak daerah mencapai 48,76 milyar rupiah lebih, hasil retribusi daerah meningkat 25,63 % atau mencapai 36,40 milyar rupiah lebih. Proyeksi pendapatan retribusi daerah ini terdiri dari proyeksi penerimaan yang berasal dari BPJS sebesar 21,17 milyar rupiah dan retribusi diluar BPJS sebesar 15,23 milyar rupiah. Sementara itu hasil pengelolaan kekayaaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan tetap.

	Pendapatan daerah dari dana perimbangan diproyeksikan meningkat sebesar 26,80 % sehingga mencapai 568,015 milyar rupiah lebih. Peningkatan pendapatan dari dana perimbangan ini diproyeksikan berasal dari peningkatan dana alokasi umum sebesar 7 % dan  peningkatan dana alokasi khusus secara signifikan sebesar 141 %, sedangkan dana bagi hasil pajak/bukan pajak diasumsikan tetap. 

Sementara itu, pada komponen pendapatan daerah berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan meningkat sebesar 3,27 % sehingga mencapa 86,83 milyar rupiah lebih yang diproyeksikan dari peningkatan pendapatan hibah Dana Desa, sedangkan dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan dana penyesuaian dan otonomi khusus diproyeksikan sama dengan tahun 2015 yakni masing-masing 29,84 milyar rupiah lebih dan 46,98 milyar rupiah lebih.
		
		Total belanja daerah pada tahun 2016 diproyeksikan mencapai 773,51  milyar rupiah lebih terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 334,68 milyar rupiah lebih dan belanja langsung mencapai  438,82 milyar rupiah lebih, dengan demikian proporsi belanja langsung mencapai 56,73 % dan belanja tidak langsung 43,27 %.

		 Pada komponen belanja langsung, jenis belanja pegawai diupayakan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi sejalan dengan kebijakan peningkatan jenis belanja modal. Belanja barang/jasa juga direncanakan untuk dilakukan efisiensi terutama pada jenis belanja perjalanan dinas luar daerah.
	Belanja tidak langsung diproyeksikan mencapai 334,68  milyar rupiah lebih pada tahun 2016. Belanja pegawai diproyeksikan mencapai 260,64 milyar rupiah lebih untuk membayar gaji pegawai, tunjangan kinerja, perkiraan kenaikan gaji, cadangan accres, dan tunjangan profesi guru. Belanja hibah direncanakan sebesar 3 milyar,  belanja bantuan sosial direncanakan sebesar 13 milyar termasuk didalamnya bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni sebesar 10 milyar, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa sebesar 6,39 milyar rupiah lebih yang merupakan 10 % dari pajak dan retribusi daerah diluar retribusi pelayanan kesehatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa sebesar 50,64 miyar merupakan 10 % dari dana perimbangan yang diterima daerah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah proyeksi besarnya dana desa dari pemerintah pusat. Sementara itu belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 1 milyar rupiah untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengalokasian belanja daerah untuk komponen belanja lansung.

	Belanja langsung pada pada Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 438,82 milyar rupiah lebih dialokasikan untuk  pelaksanaan urusan wajib sebesar 373,86  milyar rupiah lebih atau sebesar 85,20  % dari seluruh belanja langsung dan pelaksanaan urusan pilihan sebesar 64,96  milyar rupiah lebih atau 14,80 % dari belanja langsung.
	
	Sementara itu proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2016 terdiri dari rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan berasal dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar 31,53 milyar rupiah lebih sedangkan penerimaan pembiayaan dari lain-lain komponen diperhitungkan tidak ada. Pengeluaraan pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar 8,5 milyar rupiah. Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar 23,03 milyar rupiah lebih yang akan dipergunakan untuk menutup rencana defisit APBD tahun 2016
Selengkapnya proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaannya pada tahun 2016 disajikan pada tabel.

Tabel 49.
Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016
	No
	URAIAN
	APBD 2015 (n-1)
	Proyeksi APBD 2016 (n)
	+/(-)

	
	
	
	
	Rp
	+/(-)

	4
	PENDAPATAN DAERAH
	611.256.527.368,17 
	750.478.466.096,17 
	139.221.938.728,00 
	22,78 

	 
	1
	Pendapatan Asli Daerah
	79.202.816.550,00 
	 95.629.816.550,00 
	16.427.000.000,00 
	20,74 

	 
	 
	1
	Hasil Pajak Daerah
	39.766.523.590,00 
	 48.766.523.590,00 
	9.000.000.000,00 
	22,63 

	 
	 
	2
	Hasil Retribusi Daerah
	28.980.292.960,00 
	 36.407.292.960,00 
	7.427.000.000,00 
	25,63 

	 
	 
	3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	 2.330.000.000,00 
	2.330.000.000,00 
	 -
	-

	 
	 
	4
	Lain-lain PAD yang Sah
	 8.126.000.000,00 
	8.126.000.000,00 
	 -
	-

	 
	2
	Dana Perimbangan
	447.971.004.558,00 
	568.015.943.286,00 
	120.044.938.728,00 
	26,80 

	 
	 
	1
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
	18.227.106.558,00 
	 18.227.106.558,00 
	 -
	-

	 
	 
	2
	Dana Alokasi Umum
	362.867.848.000,00 
	388.268.597.360,00 
	25.400.749.360,00 
	7,00 

	 
	 
	3
	Dana Alokasi Khusus
	66.876.050.000,00 
	161.520.239.368,00 
	94.644.189.368,00 
	141,52 

	 
	3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	84.082.706.260,17 
	 86.832.706.260,17 
	2.750.000.000,00 
	3,27 

	 
	 
	1
	Pendapatan Hibah
	 7.250.000.000,00 
	 10.000.000.000,00 
	2.750.000.000,00 
	37,93 

	 
	 
	3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	29.849.591.260,17 
	 29.849.591.260,17 
	 -
	-

	 
	 
	4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	46.983.115.000,00 
	 46.983.115.000,00 
	 -
	-

	 
	 
	5
	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
	-
	-
	 -
	-

	 
	Jumlah Pendapatan
	611.256.527.368,17 
	750.478.466.096,17 
	139.221.938.728,00 
	22,78 

	5
	BELANJA DAERAH
	634.817.420.046,17 
	773.517.499.844,39 
	138.700.079.798,22 
	21,85 

	 
	1
	Belanja Tidak Langsung
	302.475.206.728,17 
	334.689.999.844,39 
	32.214.793.116,22 
	10,65 

	 
	 
	1
	Belanja Pegawai
	234.687.423.661,17 
	260.640.747.797,59 
	25.953.324.136,42 
	11,06 

	 
	 
	4
	Belanja Hibah
	14.320.000.000,00 
	3.000.000.000,00 
	(11.320.000.000,00)
	(79,05)

	 
	 
	5
	Belanja Bantuan Sosial
	 3.765.866.635,00 
	 13.000.000.000,00 
	9.234.133.365,00 
	245,21 

	 
	 
	6
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	 4.307.782.359,00 
	6.399.681.655,00 
	2.091.899.296,00 
	48,56 

	 
	 
	7
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	44.394.134.073,00 
	 50.649.570.391,80 
	6.255.436.318,80 
	14,09 

	 
	 
	8
	Belanja Tidak Terduga
	 1.000.000.000,00 
	1.000.000.000,00 
	 -
	-

	 
	2
	Belanja Langsung
	332.342.213.318,00 
	438.827.500.000,00 
	106.485.286.682,00 
	32,04 

	 
	 
	1
	Belanja Pegawai
	45.614.031.200,00 
	 46.600.000.000,00 
	985.968.800,00 
	2,16 

	 
	 
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	146.338.602.068,00 
	157.110.000.000,00 
	10.771.397.932,00 
	7,36 

	 
	 
	3
	Belanja Modal
	140.389.580.050,00 
	235.117.500.000,00 
	94.727.919.950,00 
	67,48 

	 
	Jumlah Belanja
	634.817.420.046,17 
	773.517.499.844,39 
	138.700.079.798,22 
	21,85 

	 
	Surplus (Defisit)
	(23.560.892.678,00)
	(23.039.033.748,22)
	521.858.929,78 
	(2,21)

	6
	PEMBIAYAANDAERAH
	23.560.892.678,00 
	 23.039.033.748,22 
	 (521.858.929,78)
	(2,21)

	 
	1
	Penerimaan Pembiayaan Daerah
	32.060.892.678,00 
	 31.539.033.748,22 
	 (521.858.929,78)
	(1,63)

	 
	 
	1
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
	32.060.892.678,00 
	 31.539.033.748,22 
	 (521.858.929,78)
	(1,63)

	 
	 
	2
	Penerimaan kembali dana bergulir
	-
	-
	 -
	-

	 
	2
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	 8.500.000.000,00 
	8.500.000.000,00 
	 
	-

	 
	 
	2
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda
	 8.500.000.000,00 
	8.500.000.000,00 
	 -
	-

	PEMBIAYAAN NETTO
	23.560.892.678,00 
	 23.039.033.748,22 
	 (521.858.929,78)
	(2,21)

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
	(0,00)
	0,00 
	 
	-





3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
	3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	
Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan diiringi dengan peningkatan pelayanan pada unit pengelola dan pelayanan publik secara umum serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah. 
Upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara :
a. Membenahi  manajemen  data  penerimaan  PAD.
b. Menetapkan target   penerimaan   berdasarkan   potensi   penerimaan yang dikaji secara ilmiah.
c. Optimalisasi pelaksanaan Perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing-masing SKPD lingkup kabupaten dan meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan SKPD Penghasil.
d. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional  pemungutan pendapatan daerah.
e. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
f. Mendorong tumbuhnya  Badan  Usaha  Milik  Daerah   untuk   memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
g. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah
h. Meningkatkan ketersediaan sarana pendukung penagihan pajak daerah dan retrebusi daerah. 
i. Melakukan penyempurnaan system aplikasi Pajak Daerah dari manual ke System online.
j. Pemberian reward dan punisment bagi petugas dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
k. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah. 
l. Meningkatkan   pelayanan   publik   sebagai   upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
	Sementara itu Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
a.	Meningkatkan akurasi data sebagai  dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan.
b.	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Provinsi.
	3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
	Belanja daerah  digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan  kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya  memenuhi  kewajiban  daerah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.  Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
	Dalam rangka mewujudkan anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam  konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas  perencanaan  anggaran  dan  memperjelas  efektifitas  dan efisiensi penggunaan anggaran.   Program dan kegiatan harus memberikan informasi  yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator tolok ukur dan target kinerjanya. 
Sehubungan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, optimalisasi belanja untuk mewujudkan belanja daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah mutlak dilakukan, sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan belanja daerah tahun 2016 secara umum sebagai berikut:
a. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menjamin tercapainya target-target  indikator kinerja yang telah ditetapkan;
b. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) secara bertahap.
c. Menjamin tercapainya penurunan angka kemiskinan sebesar 2,5 % per tahun 
d. Menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan IPM Kabupaten Lombok Utara; 
e. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian secara luas sesuai dengan potensi daerah dan produk unggulan daerah (PAPIKO dan PIJAR), memfasilitasi pengembangan industri pengolahannya, menangkap peluang aktivitas pariwisata sebagai salah satu gerbong pertumbuhan ekonomi.
	Secara rinci kebijakan belanja baik pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung diuraikan sebagai berikut.

a.	Belanja Tidak Langsung
	Penganggaran belanja tidak langsung dilakukan sebagai berikut:
	1)  Belanja Pegawai
a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta  memperhitungkan   rencana  kenaikan  gaji  pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
b)	Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014.
c)	Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,  kenaikan  pangkat,  tunjangan  keluarga  dan  mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d)	Penyediaan  dana penyelenggaraan  jaminan  kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang- Undang  Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan  dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
e)	Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD.
f)	Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
g)	Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam  APBN Tahun Anggaran  2014  pada  dana  transfer  ke  daerah,  tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai,  dan  diuraikan  kedalam  obyek  dan  rincian  obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
2) 	Belanja Bunga
	Belanja bunga dianggarkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka menengah, maupun jangka panjang. Belanja bunga tidak dianggarkan pada tahun 2016 karena Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman.
3) 	Belanja Subsidi
Belanja  subsidi  hanya  diberikan  kepada  perusahaan/lembaga tertentu  agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang  banyak.  Sebelum  belanja  subsidi  tersebut  dianggarkan dalam APBD harus terlebih  dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016 belanja subsidi tidak dianggarkan.
4) 	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran,pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang hibah dan bantuan sosial.
	5)	Belanja Bagi Hasil Pajak
Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun   Anggaran  2016,  sedangkan  pelampauan  target  Tahun Anggaran  2015  yang  belum  direalisasikan  kepada  pemerintah kabupaten ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA jika Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
	6) 	Belanja Bantuan Keuangan
a) Pemerintah  daerah menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi  kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi  kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  kepala  daerah. Bantuan  keuangan  yang  bersifat  khusus  digunakan  untuk membantu  capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan   pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan	  yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
b) Bantuan  keuangan  kepada  partai  politik  dianggarkan  pada jenis belanja bantuan keuangan,	obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik  berpedoman pada peraturan perundang-undangan  di  bidang  bantuan   keuangan  kepada partai politik.
c)	Pemerintah daerah menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari  dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang  diterima  oleh  kabupaten  yang  terdiri  dari  Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal  21  dan  Sumber  Daya  Alam,  terdiri  dari:  kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan  pertambangan  panas  bumi)  setelah  dikurangi Dana Alokasi Khusus. pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.
d)	Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban  belanja  bantuan  keuangan  ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
e)	Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan  keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
		7) 	Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja  tidak  terduga  dilakukan  secara  rasional dengan  mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya,  diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak  diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak  tertampung   dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  pada Tahun  Anggaran  2016,  termasuk  pengembalian  atas  kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b.	Belanja Langsung
	Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan   kegiatan  pemerintah  daerah  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut :
1)	Alokasi belanja langsung dalam  APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan  pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam   bentuk   program  dan  kegiatan,  yang  manfaat  capaian kinerjanya  dapat   dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah  kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk  setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan  produksi  dalam  negeri  dan  melibatkan  usaha mikro dan  usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2)	Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran	 program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu  pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi  PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan  pada pertimbangan bahwa keberadaan  PNSD  dan  Non  PNSD  dalam  kegiatan  benar-benar memiliki  peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan	 kegiatan dimaksud.. Suatu kegiatan tidak diperkenankan  diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi  PNSD  dan  Non  PNSD  dalam  kegiatan  ditetapkan  dengan keputusan kepala daerah.
3)	Belanja Barang dan Jasa
	a)	Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan  dianggarkan  pada  jenis  Belanja  Barang  dan  Jasa sesuai kode rekening  berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
b)	Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya dilakukan dalam rangka pemberian  hadiah  pada  kegiatan  yang  bersifat  perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
c)  Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi  SKPD,  jumlah  pegawai  dan  volume  pekerjaan  serta memperhitungkan  sisa  persediaan  barang  Tahun  Anggaran 2015.
d) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
e)  Penganggaran belanja perjalanan dinas  dalam rangka kunjungan  kerja  dan  studi  banding,  baik  perjalanan  dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,  frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan	pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan  studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai  di  lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
f)	Penganggaran  untuk  menghadiri  pendidikan  dan  pelatihan, bimbingan  teknis  atau sejenisnya  yang terkait dengan pengembangan  sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD  serta   pejabat/staf  pemerintah  daerah,  yang  tempat penyelenggaraannya di  luar  daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan  aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan  bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan  anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota  DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
g)	Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti  ruang  rapat  atau  aula  yang  sudah  tersedia  milik pemerintah daerah.
4)	Belanja Modal
a)	Pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal pada APBD  Tahun  Anggaran 2016 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari  belanja daerah.
b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011	 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
5)	Surplus/Defisit APBD
a)	Surplus  atau  defisit  APBD  adalah  selisih  antara  anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
b)	Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut  diutamakan untuk  pembayaran pokok utang (jika ada), penyertaan modal   (investasi) daerah,  pemberian pinjaman kepada pemerintah  pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan  belanja  peningkatan  jaminan  sosial.  Pendanaan belanja  peningkatan jaminan   sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program	dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang ecara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
c)	Dalam  hal  APBD  diperkirakan  defisit,  pemerintah  daerah menetapkan  penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
d)	Pemerintah Daerah mempedomani  penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada  Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2016. 
	3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
			Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan (SILPA). 
	a.	Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
1)	Penganggaran Sisa Lebih  Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional  dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari  kemungkinan  adanya  pengeluaran  pada  Tahun Anggaran  2016 yang tidak	dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2)	Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3)	Penerimaan  kembali  dana  bergulir  dianggarkan  dalam  APBD pada	akun pembiayaan, kelompok penerimaanpembiayaan daerah, jenis  penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek  dana  bergulir  dan   rincian	obyek  dana  bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4)	Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
	b.	Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1)	Dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat,  pemerintah  daerah dapat  menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Penganggaran  dana  bergulir  dalam  APBD pada akun pembiayaan,  kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis  penyertaan  modal/investasi  pemerintah  daerah, obyek  dana  bergulir  dan  rincian  obyek  dana  bergulir  kepada kelompok masyarakat penerima.
2)	Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan	usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran  penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang  telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan  dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3)	Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan,  pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan  modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
4)	Dalam  rangka  meningkatkan  akses  pembiayaan  bagi  Usaha Masyarakat  Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  pemerintah  daerah dapat melakukan  penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5)	Karena layanan PDAM  belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk dan dalam rangka  penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM),  bagian  laba  bersih  PDAM  diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik  fisik  maupun  non  fisik  serta  peningkatan  kualitas  dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum  kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan  air  perpipaan  di  wilayah  perkotaan  sebanyak  80% (delapan  puluh  persen)  dan  wilayah  pedesaan  sebanyak  60% (enam puluh persen)  dapat segera tercapai.
6)	Jika menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah  menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
7)	Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal  61 ayat	(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
	c.	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA)
1)	Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nihil.
2)	Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan	APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volum  program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3)	Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah  daerah melakukan pengurangan  bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah,  pengurangan  program  dan  kegiatan  yang kurang prioritas  dan/atau  pengurangan  volume  program  dan kegiatannya.
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Tabel 50.
Realisasi APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010-2014

	[bookmark: RANGE!A22:M64]No.
	URAIAN
	Realisasi APBD Tahun 2010
	Realisasi APBD Tahun 2011
	%
	Realisasi APBD Tahun 2012
	%
	Realisasi APBD Tahun 2013
	%
	Realisasi APBD Tahun 2014
	%

	
	
	
	
	+/(-)
	
	+/(-)
	
	+/(-)
	
	+/(-)

	4
	PENDAPATAN DAERAH
	365,715,261,971.93 
	404,532,420,470.52 
	 10.61 
	414,923,669,600.96 
	2.57 
	 494,116,745,910.86 
	 19.09 
	587.508.732.282,50
	18,90

	 
	1
	Pendapatan Asli Daerah
	 22,375,754,760.00 
	 26,411,511,339.00 
	 18.04 
	35,721,399,552.96 
	 35.25 
	 49,620,496,591.96 
	 38.91 
	81.090.502.359,92
	63,42

	 
	 
	1
	Hasil Pajak Daerah
	 10,518,240,076.00 
	 17,956,459,253.00 
	 70.72 
	23,633,697,093.00 
	 31.62 
	 31,899,795,141.50 
	 34.98 
	  48.825.192.460,00 
	53,06

	 
	 
	2
	Hasil Retribusi Daerah
	 3,891,712,775.00 
	 2,279,755,848.00 
	(41.42)
	4,101,798,620.00 
	 79.92 
	7,739,619,801.00 
	 88.69 
	  13.641.497.678,00 
	76,26

	 
	 
	3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	- 
	- 
	- 
	644,770,458.00 
	- 
	1,406,334,527.00 
	- 
	  1.807.734.585,00 
	28,54

	 
	 
	4
	Lain-lain PAD yang Sah
	 7,965,801,909.00 
	 6,175,296,238.00 
	(22.48)
	7,341,133,381.96 
	 18.88 
	8,574,747,122.46 
	 16.80 
	  16.816.077.636,92 
	96,11

	 
	2
	Dana Perimbangan
	296,413,309,729.00 
	310,853,011,740.00 
	 4.87 
	344,306,288,668.00 
	 10.76 
	 404,082,904,362.00 
	 17.36 
	416.735.617.603,00 
	3,13

	 
	 
	1
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
	 32,068,942,729.00 
	 29,389,359,740.00 
	 (8.36)
	29,633,154,668.00 
	0.83 
	24,086,840,362.00 
	 (18.72)
	  23.573.560.603,00 
	-2,13

	 
	 
	2
	Dana Alokasi Umum
	229,576,967,000.00 
	246,356,652,000.00 
	 7.31 
	275,520,014,000.00 
	 11.84 
	314,808,074,000.00 
	 14.26 
	339.993.327.000,00 
	8,00

	 
	 
	3
	Dana Alokasi Khusus
	 34,767,400,000.00 
	 35,107,000,000.00 
	 0.98 
	39,153,120,000.00 
	 11.53 
	65,187,990,000.00 
	 66.50 
	  53.168.730.000,00 
	-18,44

	 
	3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	 46,926,197,482.93 
	 67,267,897,391.52 
	 43.35 
	34,895,981,380.00 
	(48.12)
	 40,413,344,956.90 
	 15.81 
	  89.682.612.319,58 
	121,91

	 
	 
	1
	Pendapatan Hibah
	 5,000,000,000.00 
	 4,000,000,000.00 
	(20.00)
	 - 
	- 
	- 
	- 
	-
	-

	 
	 
	2
	Dana Darurat
	- 
	- 
	- 
	 - 
	- 
	- 
	- 
	-
	-

	 
	 
	3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	 7,296,863,982.93 
	 15,116,610,511.52 
	107.17 
	11,577,831,380.00 
	(23.41)
	12,821,996,956.90 
	 10.75 
	  28.329.524.319,58 
	120,94

	 
	 
	4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	 29,814,883,500.00 
	 46,992,806,880.00 
	 57.62 
	20,818,150,000.00 
	(55.70)
	27,591,348,000.00 
	 32.54 
	  45.779.088.000,00 
	65,92

	 
	 
	5
	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
	 4,814,450,000.00 
	 1,158,480,000.00 
	(75.94)
	2,500,000,000.00 
	 115.80 
	0.00 
	(100.00)
	15.574.000.000,00
	

	 
	Jumlah Pendapatan
	365,715,261,971.93 
	404,532,420,470.52 
	 10.61 
	414,923,669,600.96 
	2.57 
	 494,116,745,910.86 
	 19.09 
	587.508.732.282,50
	18,90

	5
	BELANJA DAERAH
	346,757,785,446.00 
	378,523,008,516.25 
	 9.16 
	428,602,191,628.39 
	 13.23 
	 514,527,395,710.50 
	 20.05 
	549.858.186.197,00
	6,87

	 
	1
	Belanja Tidak Langsung
	163,883,833,760.00 
	174,838,252,616.00 
	 6.68 
	194,866,006,206.39 
	 11.46 
	 207,167,466,840.42 
	 6.31 
	234.343.260.748,00
	13,12

	 
	 
	1
	Belanja Pegawai
	132,959,638,237.00 
	142,605,182,894.00 
	 7.25 
	160,050,828,158.00 
	 12.23 
	 175,004,258,298.00 
	 9.34 
	195.819.797.418,00 
	11,89

	 
	 
	4
	Belanja Hibah
	 9,916,588,140.00 
	 7,299,148,000.00 
	(26.39)
	4,547,958,000.00 
	(37.69)
	4,273,693,000.00 
	 (6.03)
	  7.359.483.500,00 
	72,20

	 
	 
	5
	Belanja Bantuan Sosial
	 7,041,674,280.00 
	 9,589,957,789.00 
	 36.19 
	16,234,864,619.39 
	 69.29 
	 14,050,665,327.42 
	 (13.45)
	  14.058.000.000,00 
	0,05

	 
	 
	6
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	 232,996,903.00 
	 261,013,933.00 
	 12.02 
	260,134,649.00 
	(0.34)
	 265,546,214.00 
	 2.08 
	- 
	-100,00

	 
	 
	7
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	 13,323,650,000.00 
	 15,082,950,000.00 
	 13.20 
	13,149,710,680.00 
	(12.82)
	 13,475,722,725.00 
	 2.48 
	  17.105.979.830,00 
	26,94

	 
	 
	8
	Belanja Tidak Terduga
	 409,286,200.00 
	- 
	- 
	622,510,100.00 
	- 
	 97,581,276.00 
	- 
	-
	

	 
	2
	Belanja Langsung
	182,873,951,686.00 
	203,684,755,900.25 
	 11.38 
	233,736,185,422.00 
	 14.75 
	 307,359,928,870.08 
	 31.50 
	315.514.925.449,00 
	2,65

	 
	 
	1
	Belanja Pegawai
	 9,898,100,035.00 
	 13,855,640,593.00 
	 39.98 
	21,777,856,290.00 
	 57.18 
	 30,089,384,106.00 
	 38.17 
	  44.190.452.631,00 
	46,86

	 
	 
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	 45,833,868,912.00 
	 70,652,305,367.25 
	 54.15 
	71,805,205,953.00 
	1.63 
	 108,703,337,793.08 
	 51.39 
	124.884.510.538,00 
	14,89

	 
	 
	3
	Belanja Modal
	 127,141,982,739.00 
	 119,176,809,940.00 
	 (6.26)
	140,153,123,179.00 
	 17.60 
	 168,567,206,971.00 
	 20.27 
	146.439.962.280,00 
	-13,13

	 
	Jumlah Belanja
	346,757,785,446.00 
	378,523,008,516.25 
	 9.16 
	428,602,191,628.39 
	 13.23 
	 514,527,395,710.50 
	 20.05 
	549.858.186.197,00
	6,87

	 
	Surplus (Defisit)
	 18,957,476,525.93 
	 26,009,411,954.27 
	 37.20 
	(13,678,522,027.43)
	(152.59)
	(20,410,649,799.64)
	 49.22 
	  37.650.546.085,50 
	-284,47

	6
	PEMBIAYAANDAERAH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Penerimaan Pembiayaan Daerah
	 36,629,645,471.52 
	 51,514,672,998.45 
	 40.64 
	77,533,834,952.72 
	 50.51 
	 62,448,762,925.29 
	 (19.46)
	  37.741.245.815,65 
	-39,56

	 
	 
	1
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
	 36,629,645,471.52 
	 51,513,872,998.45 
	 40.63 
	77,524,084,952.72 
	 50.49 
	 62,355,312,925.29 
	 (19.57)
	  37.636.095.815,65 
	-39,64

	 
	 
	2
	Penerimaan kembali dana bergulir
	- 
	 800,000.00 
	- 
	9,750,000.00 
	- 
	 93,450,000.00 
	- 
	 105.150.000,00 
	12,52

	 
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan
	 36,629,645,471.52 
	 51,514,672,998.45 
	 40.64 
	77,533,834,952.72 
	 50.51 
	 62,448,762,925.29 
	 (19.46)
	  37.741.245.815,65 
	-39,56

	 
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
	 4,073,248,999.00 
	- 
	- 
	1,500,000,000.00 
	- 
	4,406,334,527.00 
	- 
	  6.000.000.000,00 
	36,17

	 
	Pembiayaan Netto
	 32,556,396,472.52 
	 51,514,672,998.45 
	 58.23 
	76,033,834,952.72 
	 47.60 
	 58,042,428,398.29 
	 (23.66)
	  31.741.245.815,65 
	-45,31

	 
	3
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
	 51,513,872,998.45 
	 77,524,084,952.72 
	 50.49 
	62,355,312,925.29 
	(19.57)
	 37,631,778,598.65 
	 (39.65)
	  69.391.791.901,15 
	84,40
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